Selat Hormuz sebagai Instrumen Disrupsi Global:
Dari Chokepoint Energi ke Senjata Geopolitik Iran
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Dalam lanskap geopolitik kontemporer yang kian terfragmentasi, Selat Hormuz tidak
lagi sekadar jalur distribusi energi global, melainkan telah bertransformasi menjadi
instrumen disrupsi strategis yang paling efektif di tangan Teheran. Apa yang
sebelumnya dipahami sebagai kerentanan struktural sistem energi dunia, Kini
dimonetisasi sebagai leverage geopolitik—sebuah “weapon of mass disruption” yang
melampaui bahkan nilai deterensi senjata nuklir dalam konteks konflik asimetris.

Laporan intelijen terbaru Amerika Serikat menunjukkan bahwa Iran tidak memiliki
insentif rasional untuk membuka selat tersebut dalam waktu dekat. Dalam logika
realisme ofensif, kontrol atas chokepoint vital yang mengalirkan hampir 20 persen
perdagangan minyak dunia memberikan Iran posisi tawar yang tidak tergantikan.
Dengan kata lain, dominasi atas Hormuz bukan sekadar alat tekanan, melainkan
pusat gravitasi kekuatan strategis Iran di tengah ketimpangan militer konvensional
dengan Amerika Serikat.

Pernyataan Donald Trump yang meremehkan kompleksitas pembukaan kembali selat
tersebut mencerminkan simplifikasi berbahaya dalam kalkulus militer. Gagasan
bahwa superioritas militer dapat dengan mudah “membuka” Hormuz mengabaikan
realitas medan tempur modern: perang tidak lagi ditentukan oleh penguasaan teritorial
semata, melainkan oleh kemampuan mengganggu sistem—baik melalui drone, ranjau
laut, maupun serangan presisi jarak jauh. Dalam konteks ini, Islamic Revolutionary
Guard Corps telah menunjukkan adaptasi doktrinal yang mengubah inferioritas
menjadi keunggulan asimetris.

Paradoks strategis pun muncul. Intervensi militer yang dimaksudkan untuk
melumpuhkan Iran justru berpotensi memperkuat daya tawarnya. Seperti
disampaikan Ali Vaez, upaya mencegah proliferasi senjata pemusnah massal justru
melahirkan instrumen disrupsi sistemik yang jauh lebih efektif: kemampuan
mengganggu arus energi global secara selektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini,
Iran tidak perlu memenangkan perang; cukup dengan mempertahankan kondisi
ketidakpastian yang menaikkan biaya ekonomi global.

Lebih jauh, dinamika di Hormuz mencerminkan pergeseran dari “sea control” ke “sea
denial”. Iran tidak harus menguasai selat secara total; cukup dengan menciptakan
lingkungan operasional berisiko tinggi yang membuat jalur tersebut tidak layak secara
komersial dan asuransi. Fakta bahwa hanya segelintir kapal yang berani melintas—
sering kali dengan identitas terselubung atau melalui rute yang disetujui Teheran—
menunjukkan keberhasilan strategi ini. Bahkan muncul fenomena yang oleh kalangan
pelayaran disebut sebagai “Tehran Toll Booth”, di mana legitimasi lintasan ditentukan
oleh persetujuan implisit Iran.

Implikasi globalnya sangat signifikan. Lonjakan harga energi tidak hanya menekan
ekonomi negara-negara importir, tetapi juga memperkuat posisi tawar Iran dalam
negosiasi  pascakonflik. =~ Dalam jangka panjang, Teheran berpotensi
menginstitusionalisasi kontrol ini—baik melalui pungutan lintasan maupun pengaturan



arus kapal—sebagai sumber pembiayaan rekonstruksi dan jaminan keamanan
strategis. Pernyataan Bill Burns menggarisbawahi hal ini: Iran akan memanfaatkan
leverage tersebut untuk memperoleh jaminan deterensi jangka panjang sekaligus
keuntungan material langsung.

Bagi kawasan Indo-Pasifik, termasuk Asia Tenggara, disrupsi Hormuz adalah
pengingat keras tentang kerentanan struktural terhadap chokepoint global.
Ketergantungan pada energi Timur Tengah menjadikan negara-negara di kawasan ini
sebagai “collateral victims” dari rivalitas kekuatan besar. Lonjakan harga BBM dan
gangguan pasokan bukan sekadar isu ekonomi, melainkan ancaman terhadap
stabilitas sosial-politik domestik.

Dengan demikian, krisis Hormuz bukan sekadar episode konflik regional, melainkan
refleksi dari transformasi mendasar dalam karakter perang modern. Di era di mana
gangguan sistemik lebih efektif daripada penghancuran total, kekuatan tidak lagi
diukur dari kemampuan menghancurkan musuh, tetapi dari kapasitas mengendalikan
denyut nadi ekonomi global. Iran, dalam konteks ini, telah menunjukkan bahwa dalam
asimetri, kontrol atas kerentanan lawan adalah bentuk kekuatan tertinggi.

Situasi ini menempatkan Washington pada dilema strategis klasik: eskalasi militer
berisiko memperdalam jebakan konflik berkepanjangan, sementara de-eskalasi
membuka ruang bagi Iran untuk mengkonsolidasikan keunggulannya. Di sinilah
negosiasi menjadi arena utama—bukan sekadar untuk mengakhiri konflik, tetapi untuk
mendefinisikan ulang arsitektur keamanan energi global di abad ke-21.

Pada akhirnya, Selat Hormuz telah berevolusi dari jalur perdagangan menjadi
panggung utama kontestasi geopolitik global. Dan selama struktur ketergantungan
energi dunia tidak berubah, chokepoint ini akan tetap menjadi tuas kekuasaan paling
menentukan dalam percaturan internasional kontemporer.
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Dalam lanskap geopolitik kontemporer, Selat Hormuz telah bertransformasi dari jalur energi
menjadi instrumen disrupsi strategis Iran. Menguasai hampir 20 persen aliran minyak
global, Teheran memanfaatkan chokepoint ini sebagai leverage geopolitik yang
melampaui deterensi konvensional. Dalam logika perang modern, keunggulan tidak
lagi ditentukan oleh dominasi militer, melainkan kemampuan menciptakan
ketidakpastian melalui strategi asimetris seperti ranjau laut, drone, dan serangan
presisi. Paradoksnya, tekanan militer eksternal justru memperkuat posisi tawar Iran
dengan meningkatkan biaya ekonomi global. Pergeseran dari “sea control’ ke “sea
denial’ memungkinkan Iran mengendalikan risiko tanpa harus menguasai wilayah
sepenuhnya. Dampaknya bersifat sistemik, memicu volatilitas energi dan kerentanan
kawasan importir, termasuk Indo-Pasifik, sekaligus menegaskan bahwa kontrol atas
kerentanan global kini menjadi bentuk kekuatan paling efektif.
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